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Penelitian ini akan berperspektif Feminisme Siber, yang mengupayakan pemberdayaan perempuan di ruang
digital untuk melawan budaya patriarki dalam pemanfaatan teknologi, Salah satunya K ekerasan Seksual
Berbasis Gender yang difasilitasi teknologi yaitu, Deepfake Pornografi sebagai hasil rekayasa terhadap citra
seseorang yang digabungkan dengan wajah atau tubuh orang lain untuk menciptakan konten porno
berbentuk gambar dan atau video palsu yang baru. Penelitian ini melihat bahwa Deepfake Pornografi
dioperasikan oleh mayoritas laki-laki yang memposisikan perempuan sebagai target pengancaman untuk
mengontrol dan berkuasa atas korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Undang-Undang
No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaks Elektronik dalam memposisikan dan memberikan perlindungan terhadap
korban. Mengingat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
dirumuskan dengan Pasal-Pasal yang |ebih berperspektif pada pengalaman korban dan gender. Penelitian ini
jugaingin menunjukkan pada penanganan kasus Deepfake Pornografi, beberapa Aparat Penegak Hukum
memilih untuk tetap menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dengan aasan belum memahami mekanisme pel aksanaan dan belum mendapat sosialisasi materi
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kurangnya literasi pada Aparat Penegak Hukum
menyebabkan pemahaman yang multitafsir, bias gender dan objektivikas tubuh perempuan pada
penanganan kasus K ekerasan Seksual Berbasis Gender Online dapat berpotensi mere-viktimisasi dan
mengkriminalisasi korban melalui pengunaan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dengan demikian, Feminisme Siber hadir sebagai perjuangan gerakan feminis di ruang digital dalam
menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk berkembang, berpartisipasi, berkontribusi dan untuk
melawan budaya patriarki dan dominasi |aki-laki dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dengan
mengutamakan pengalaman perempuan sebagai korban untuk sistem hukum yang lebih berperspektif
gender.

...... This research will take the perspective of Cyberfeminism, which seeks to empower women in the digital
gpace to fight patriarchal culture in the use of technology, one of which is Gender-Based Sexual Violence
which isfacilitated by technology, namely, Deepfake Pornography as aresult of engineering a person's
image combined with another person's face or body to creating pornographic content in the form of new
fake images and/or videos. This research sees that Deepfake Pornography is operated by the majority of men
who position women as targets of threats to control and have power over the victims. This research amsto
see how Law no. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence and Law no. 19 of 2016 concerning
Information and Electronic Transactions in positioning and providing protection for victims. Bearing in
mind, Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, formulated with articles that have a
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greater perspective on the victim's experience and gender. This research also wants to show that in handling
Deepfake Pornography cases, severa Law Enforcement Officials choose to continue using Law no. 19 of
2016 Information and Electronic Transactions on the grounds that they do not understand the
implementation mechanism and have not received socialization on the material on the Law no. 12 of 2022.
Lack of literacy among Law Enforcement Officials causes multiple interpretations, gender bias and the
objectification of women's bodies in handling cases of Online Gender-Based Sexual Violence which can
potentially re-victimize and criminalize victims through the use of the Law on Information and Electronic
Transactions. Thus, Cyberfeminism is present as the struggle of the feminist movement in the digital space
in providing a safe space for women to develop, participate, contribute and to fight patriarchal culture and
male domination in the use of Information Technology by prioritizing women's experiences as victims for a
legal system that has a more gender perspective.



